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Notaris sebagal pejabat umum bertanggung jawab untuk membuat akta yang tidak merugikan para pihak.
Daam menjalankan jabatannya, Notaris berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”), jika dilanggar
maka dikenakan sanksi sebagai pertanggungjawaban hukum Notaris. Penulisan tesis menjawab dua
permasalahan utama mengenal tanggung jawab hukum Notaris yang membuat akta pengakuan utang yang
merugikan kreditur dan keabsahan akta pengakuan utang yang merugikan pihak kreditur dengan
menganalisis Putusan Mgjelis Pengawas Wilayah Notaris DK Jakarta Nomor:
7/PTSIMj/PWN.Prov.DKIJakarta/X/2022. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum
doktrinal dengan menggunakan data berupa data sekunder yang diperolen melalui studi dokumen atau bahan
pustaka dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Simpulannya, yaitu bentuk
tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada Notaris dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu sanksi
administratif berupa sanks teguran tertulis karena melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Selain itu,
pihak yang dirugikan dapat mengaukan sanks perdata dan pidana sebagai tanggung jawab hukum

Notaris. Terhadap keabsahan akta pengakuan utang yang merugikan pihak kreditur adalah akta tersebut
terdegradasi menjadi di bawah tangan dan pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat melakukan
pembatalan dengan pembuatan Akta Pembatalan atau mengajukan pembatalan ke Pengadilan.

...... Notary as apublic official has the responsibility for making a deed that does not harm the parties. In
carrying out his position, the Notary is guided by Law Number 2 of 2014 concerning Amendmentsto Law
Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary ("UUJN"), if violated, sanctions are imposed as a
Notary'slegal liability. Writing thesis answers 2 (two) main issues regarding the legal responsibility of a
notary who makes debt acknowledgment deed that harms the creditor and the validity of the debt
acknowledgment deed that harms the creditor by analyzing the Decision of the DKI Jakarta Notary
Supervisory Council Number: 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2022. The research method used is
doctrinal legal research using datain the form of secondary data obtained through the study of documents or
library materials using primary, secondary and tertiary legal materias. In conclusion, namely the forms of
legal responsibility that can be imposed on Notary are divided into 3 (three), namely administrative
sanctions in the form of written warning sanctions for violating Article 16 paragraph (1) UUJN. In addition,
the aggrieved party can apply for civil and crimina sanctions as a notary's legal responsibility. Regarding
the validity of the debt acknowledgment deed that is detrimental to the creditor, the deed is degraded into
private hands and the party who feels aggrieved can cancel it by making a deed of cancellation or submitting
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an annulment to the court.



